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ABSTRAK

Gustia Sari (21042028) Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota
Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kualitas pelayanan yang
diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang. kualitas pelayanan merupakan
hasil evaluasi yang didasarkan pada perbandingan antara kinerja layanan yang diterima
dan harapan seseorang mengenai layanan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori
Kualitas Pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml (1988), yang menyatakan ada 5
variabel dalam mengukur kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan yaitu Bukti
Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati. Penelitian ini menggunkaan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara dan dokumentasi. yang selanjutnya dianalisis menggunakan NVivo
15 melalui visualisasi Hierarchy Chart dan Project Map. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang telah
memenuhi sebagian besar prinsip kualitas pelayanan menurut Zeithaml (1988), yang
meliputi dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Namun
demikian, pelayanan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala
berupa gangguan sistem, keterlambatan proses klaim, ketidaksesuaian dokumen,
ketidakpahaman peserta terhadap regulasi, serta ketidakmerataan kecepatan dan sikap
empatik petugas. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat lima faktor utama
menurut Moenir yang memengaruhi kualitas pelayanan, yaitu faktor kesadaran, aturan,
organisasi, kemampuan dan keterampilan petugas, serta sarana pelayanan. Setiap faktor
tersebut memberikan kontribusi signifikan, baik sebagai pendukung maupun sebagai
hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan. Penelitian ini menegaskan bahwa
kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam meningkatkan
kepuasan dan persepsi peserta. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa
beberapa dimensi assurance, dan empathy masih memerlukan penguatan agar
pelayanan menjadi lebih adaptif dan mampu memenuhi harapan peserta secara optimal.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan, Faktor Pelayanan,
Pelayanan Publik.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang
sangat luas. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada
negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi
kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam perkembangannya penyelenggaraan pelayanan publik harus
dilakukan secara berkelanjutan dan melakukan perubahan serta
penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut
PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan
Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis
pelayanan. Menurut Mohamad dalam Hardiansyah (2011), permasalahan
utama pelayanan publik dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan
kualitas pelayanan itu sendiri. Upaya Peningkatan kualitas didasari atas
tuntutan masyarakat serta keluhan masyarakat akan prosedur pelayanan
publik yang terlalu rumit dan memerlukan waktu yang lama serta biaya yang

besar.



Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik yang cermat, cepat
dan tepat merupakan hal yang essensial untuk dilaksanakan mengingat
pesatnya perkembangan informasi dan globalisasi yang turut serta
meningkatkan harapan dan tuntutan masyarakat mengenai pelayanan yang
lebih baik kedepannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwasanya
masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan asas dan tujuan pelayanan karena kepuasan masyarakat merupakan
salah satu sasaran utama dari adanya penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu komponen terpenting disuatu
instansi pemerintahan yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya. Pelayanan
diartikan sebagai suatu pemberian seseorang untuk memperoleh kebutuhan
perorangan atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap
suatu instansi pemerintahan sesuai peraturan dan tata cara yang berlaku
(Sinambela, 2014; Pasolong, 2013).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
merupakan salah satu organisasi publik yang menyelenggarakan layanan
jaminan sosial untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja
di Indonesia. Adanya pemberian jaminan sosial didasarkan pada Pasal 34
ayat (2) UUD 1945 tentang sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
mengenai Sistem Jaminan Sosial. Dengan adanya sistem jaminan soaial ini,

selurun pekerja di Indonesia berhak untuk mendapatkan layanan



perlindungan yang termasuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan seperti
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari
Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang jasa dan dipercaya untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi : JHT, JKK, JKP, JKM, dan JP
Serta melayani bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal. BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Padang sebagai penyedia layanan bagi seluruh
peserta dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik dan
berkualitas. Kualitas pelayanan merupakan unsur terpenting dalam kegiatan
jasa ini. Pelayanan dikatakan berkualitas apabila perusahaan tertentu mampu
menyediakan produk dan jasa sesuai dengan keinginan, kebutuhan, maupun
harapan peserta atau pelanggan. (Riyanto, 2018).

BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang memiliki Visi yaitu mewujudkan
jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan
menyejahterakan seluruh pekerja indonesia. Dalam mewujudkan visi tersebut
tentu saja BPJS Ketenagakerjaan harus terus meningkatkan kualitas
pelayanan yang dimiliki.

Aspek inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang adalah
kemampuannya untuk memperluas cakupan layanan dan cakupan
perlindungan. Awalnya hanya melayani karyawan yang bekerja di
perusahaan atau disebut sebagai Pekerja Penerima Upah (PU), BPJS

Ketenagakerjaan kini menawarkan perlindungan kepada pekerja Bukan



Penerima Upah (BPU), termasuk petani, nelayan, pengemudi, dokter, dan
pengacara, yang berhak mendapatkan perlindungan jaminan yang sama
dengan pekerja penerima upah. (Siti Syahara & Munthe, 2020)

Kualitas pelayanan merupakan salah satu bagian terpenting dari
penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Kotler (2009) mendeskripsikan
kualitas pelayanan sebagai keseluruhan aspek pelayanan yang berpengaruh
terhadap kepuasan peserta akan pemenuhan kebutuhannya. Kualitas suatu
pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari kepuasan pelanggan. Kepuasan
pelanggan dapat diraih melalui kegiatan pelayanan atau pemberian jasa yang
dilakukan oleh perusahaan (Sari & Achsa, 2020).

Kualitas pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan ini hampir sepenuhnya
dilakukan oleh karyawan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama,
apalagi jika terdapat kekeliruan dalam identitas maupun persyaratan. Dalam
kenyataanya, masih banyak peserta jaminan sosial yang kurang mengetahui
betul tentang persyaratan yang harus dipenuhinya. BPJS Ketenagakerjaan
masih mengalami beberapa masalah dalam pelayanan. Dilihat dari Jumlah
kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di sumatera barat pada tahun 2023
sebanyak 710.474 orang, pada tahun 2024 sebanyak 608.902 orang dan pada
tahun 2025 yang mencapai 522.429 angka ini mengalami penurunan dari
tahun ke tahun, berikut adalah data kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di

Sumatera Barat:



Tabel 1.1 Data Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Sumatera Barat dan

Jumlah Perusahaan Terdaftar periode 2023-2025

Provinsi SUMATERA BARAT

Tahun 2023 2024 2025
Peserta 710.474 608.902 522.429
Jaminan Sosial

Perusahaan 18.272 16.586 15.037
Terdaftar

Sumber : Satudata Kemnaker (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah peserta
jaminan sosial dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2023,
jumlah peserta jaminan sosial tenaga kerja tercatat sebanyak 710.474 peserta.
Angka ini kemudian menurun cukup signifikan menjadi 608.902 peserta pada
tahun 2024, dan kembali turun menjadi 522.429 peserta pada tahun 2025.
Penurunan ini tidak hanya terjadi pada jumlah peserta, tetapi juga pada
jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai pemberi kerja. Tercatat bahwa pada
tahun 2023 terdapat 18.272 perusahaan, kemudian menurun menjadi 16.586
perusahaan pada tahun 2024, dan kembali berkurang menjadi 15.037

perusahaan pada tahun 2025.

Pada penurunan jumlah peserta dan perusahaan ini mencerminkan
adanya dinamika dalam kepesertaan jaminan sosial yang dapat berkaitan
dengan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat kepatuhan
perusahaan, mobilitas tenaga kerja, hingga efektivitas pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas

pelayanan, karena pelayanan yang lambat, kurang informatif, atau kurang



responsif berpotensi menurunkan minat pekerja dan perusahaan untuk tetap

aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 1. 2 Data Peserta Klaim JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP BPJS

Ketenagakerjaan Kota Padang Periode 2023-2025

Tahun Jumlah Peserta Klaim Program

JHT JKK JKM JP JKP
2023 34.723 1.250 285 666 1.929
2024 20.588 1.754 367 732 344
2025 20.832 6.872 397 334 2.117

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan kota padang (2025)

Berdasarkan tabel jumlah klaim program BPJS Ketenagakerjaan pada
periode 2023-2025, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan pada
masing-masing program. Pada tahun 2023, klaim program Jaminan Hari Tua
(JHT) tercatat sebagai yang paling dominan dengan jumlah mencapai 34.723
klaim. Tingginya klaim JHT pada tahun ini menunjukkan besarnya kebutuhan
peserta terhadap pencairan dana sebagai jaminan keberlanjutan ekonomi
setelah tidak lagi bekerja. Sementara itu, klaim Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) berjumlah 1.250 klaim, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 285 klaim,
Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 666 klaim, dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) mencapai 1.929 klaim. Data ini menggambarkan bahwa pada
tahun 2023 fokus pelayanan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh

pengelolaan klaim JHT dibandingkan program lainnya.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah
klaim JHT menjadi 20.588 klaim. Penurunan ini dapat mengindikasikan

adanya pengaruh perubahan regulasi terkait ketentuan pencairan JHT, yang



menyebabkan peserta tidak dapat lagi dengan mudah melakukan klaim seperti
pada tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, klaim JKK justru mengalami
peningkatan menjadi 1.754 klaim, yang menunjukkan meningkatnya
kesadaran peserta dan perusahaan terhadap perlindungan risiko kecelakaan
kerja. Klaim JKM juga mengalami kenaikan menjadi 367 klaim, sementara
klaim JP meningkat menjadi 732 klaim. Sebaliknya, klaim JKP mengalami
penurunan cukup tajam menjadi 344 klaim, yang dapat dikaitkan dengan
kondisi ketenagakerjaan yang relatif membaik atau berkurangnya jumlah

pekerja yang memenuhi syarat klaim program tersebut pada tahun 2024.

Selanjutnya, pada tahun 2025, jumlah klaim JHT kembali mengalami
sedikit peningkatan menjadi 20.832 klaim, meskipun masih jauh lebih rendah
dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap
pencairan dana JHT tetap tinggi, meskipun dibatasi oleh ketentuan dan

prosedur yang berlaku.

Klaim JKK meningkat secara sangat signifikan menjadi 6.872 klaim,
yang menandakan tingginya intensitas risiko kecelakaan Kkerja serta
meningkatnya pelaporan dan pemanfaatan program JKK oleh peserta. Klaim
JKM juga kembali mengalami kenaikan menjadi 397 Kklaim, yang
mencerminkan peran penting program ini sebagai bentuk perlindungan sosial

bagi ahli waris peserta.

Sebaliknya, klaim JP mengalami penurunan menjadi 334 klaim, yang

dapat disebabkan oleh belum banyaknya peserta yang memenuhi Kkriteria usia



atau masa iuran untuk menerima manfaat pensiun. Sementara itu, klaim JKP
meningkat cukup tajam menjadi 2.117 klaim, yang mengindikasikan
meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja

serta memanfaatkan program JKP sebagai jaring pengaman sosial.

Secara keseluruhan, data klaim program BPJS Ketenagakerjaan pada
periode 2023-2025 menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, kondisi ketenagakerjaan, serta
tingkat pemahaman dan partisipasi peserta terhadap masing-masing program.
Dinamika jumlah klaim ini menuntut BPJS Ketenagakerjaan untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan, ketepatan proses klaim, serta kejelasan
informasi kepada peserta, agar setiap program dapat memberikan manfaat

secara optimal sesuai dengan kebutuhan peserta.

Peningkatan dan penurunan jumlah klaim pada masing-masing program
sebagaimana terlihat pada tabel diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak
BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu informan dari Customer Service
menjelaskan bahwa klaim JHT masih menjadi yang paling dominan
dibandingkan program lainnya, meskipun jumlahnya mengalami penurunan
akibat perubahan regulasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Ranti

dalam kutipan berikut:

“Kalau dilihat dari pelayanan, klaim JHT memang paling banyak
dibandingkan program lain. Namun setelah adanya perubahan aturan
pencairan, jumlah klaim JHT sempat menurun, karena tidak semua peserta
bisa langsung mencairkan seperti sebelumnya,” (Wawancara 20 November
2025).



Selain itu, meningkatnya jumlah klaim JKK dan JKP juga diakui oleh
petugas sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran peserta serta kondisi
ketenagakerjaan yang dinamis. Informan menyampaikan bahwa peserta mulai
lebih memahami manfaat program perlindungan risiko kerja dan kehilangan
pekerjaan, sehingga pengajuan Kklaim juga mengalami peningkatan,
khususnya pada tahun terakhir. Pernyataan tersebut tergambar dalam kutipan

Menurut ibu Ranti selaku Customer Service yang mengatakan bahwa:

“Sekarang peserta sudah lebih paham soal manfaat JKK dan JKP.
Kalau terjadi kecelakaan kerja atau PHK, mereka langsung mengurus klaim.
Itu sebabnya di tahun terakhir klaim JKK dan JKP terlihat meningkat cukup
tinggi,” (Wawancara 20 November 2025).

Dari sisi peserta, proses klaim yang jumlahnya semakin banyak juga
dirasakan berdampak pada waktu pelayanan. Salah satu peserta
mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah klaim membuat proses
verifikasi memerlukan waktu yang lebih lama, terutama pada program
dengan jumlah Kklaim tinggi seperti JHT dan JKK. Sebagaimana

disampaikan oleh peserta yang mengatakan bahwa:

“Jumlah yang mengajukan klaim sekarang banyak, jadi prosesnya
memang terasa lebih lama. Terutama untuk JHT dan JKK, karena berkasnya
harus benar-benar dicek supaya tidak ada kesalahan,” (Wawancara 20
November 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa
fluktuasi jumlah klaim pada setiap program BPJS Ketenagakerjaan tidak

hanya dipengaruhi oleh regulasi dan kondisi ketenagakerjaan, tetapi juga

berdampak langsung pada beban dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu,



peningkatan kapasitas pelayanan dan penguatan sistem klaim menjadi hal

penting untuk menjaga efektivitas dan kepuasan peserta.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena secara khusus mengkaji
kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang dalam konteks
dinamika kepesertaan, fluktuasi jumlah perusahaan terdaftar, serta
peningkatan dan penurunan klaim pada berbagai program jaminan sosial
ketenagakerjaan. Hingga saat ini, kajian yang membahas kualitas pelayanan
BPJS Ketenagakerjaan secara mendalam pada tingkat daerah, khususnya di
Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat, masih relatif terbatas. Penelitian
ini  menempatkan kualitas pelayanan sebagai fokus utama dengan
menggunakan dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml (1990), sehingga
mampu mengungkap permasalahan pelayanan secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya
memperkaya kajian akademik di bidang pelayanan publik, tetapi juga
memberikan rekomendasi praktis bagi BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul: Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini
dapat ditarik beberapa identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah
tersebut sebagai berkut:

1. Rendahnya pemahaman peserta terhadap prosedur dan persyaratan
layanan, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data dan kelengkapan
dokumen yang memperlambat proses pelayanan dan klaim.

2. Adanya permasalahan dalam kepatuhan kepesertaan serta potensi
menurunnya minat pekerja dan perusahaan untuk tetap aktif sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Penurunan jumlah peserta jaminan sosial tenaga kerja yang dapat
mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan, baik dari aspek
prosedur administrasi, kejelasan informasi, maupun responsivitas petugas.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis perlu membatasi
masalah dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang
sehingga pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas. Adapun batasan
masalah dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

D. Rumusan Masalah
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E.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas,

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kota Padang?
Apa saja Faktor — faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan di

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian

ini yaitu untuk:

1.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan Kota Padang.
Untuk mengetahui faktor — faktor yang mempengaruhi Kualitas

Pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat ditarik manfaat

penelitian sebagai berikut:

1.

2.

Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan kajian dalam IImu Administrasi
Negara khususnya dalam pengembangan pengetahuan tentang

Manajemen dan Pelayanan Publik.

Manfaat Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

12



a. Bagi penulis dalam penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat
memperluas wawasan berpikir penulis, serta dapat memberikan
informasi yang mendalam mengenai Kualitas Pelayanan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kota
Padang.

b. Bagi instansi/ Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan
kepada Peserta.

c. Bagi Penelitian lainnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi

rujukan bagi peneliti lain dalam meneliti masalah yang sama.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

(BPJS) Kota Padang, maka penulis dapat menarik disimpulkan bahwa:

1. Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Kota Padang yang telah memenuhi prinsip-prinsip kualitas pelayanan
kebijakan menurut Zeithaml (1988). Berdasarkan hasil temuan di
lapangan, kualitas pelayanan yang diberikan berada pada kategori
baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi tangible,
fasilitas pelayanan secara umum sudah memadai, namun masih
terdapat kendala seperti gangguan sistem dan ketidakefisienan
pengelolaan dokumen. Pada dimensi reliability, penanganan masalah
petugas, kesungguhan petugas, serta kecermatan petugas sudah
responsif, baik dan teliti. Namun, pelayanan belum konsisten karena
adanya keterlambatan proses klaim yang dipengaruhi ketidaksesuaian
dokumen, tingginya jumlah peserta, serta perubahan regulasi. Pada
dimensi responsiveness menunjukkan bahwa petugas sudah tanggap
dan respon, tetapi kecepatan layanan belum merata terutama saat
jumlah peserta meningkat. Pada dimensi assurance, sikap petugas
yang sopan dan profesional, kepercayaan terhadap pelayanan yang

aman dan percaya. tetapi ketidakpahaman peserta mengenai prosedur
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sering menimbulkan persepsi ketidakpastian layanan. Pada dimensi
empathy, perhatian petugas, kepedulian petugas serta memahami
kebutuhan sudah baik, ramah dan jelas, namun belum sepenuhnya
konsisten di seluruh pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan
BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang sudah memenuhi sebagian besar
indikator kualitas pelayanan, tetapi masih memerlukan peningkatan

untuk mencapai standar pelayanan yang optimal.

Faktor—faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama menurut Moenir
yang berperan signifikan, yaitu faktor kesadaran, aturan, organisasi,
kemampuan dan keterampilan petugas, serta sarana pelayanan. Faktor
Kesadaran petugas berpengaruh besar terhadap sikap profesional dan
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Faktor Aturan dan
regulasi juga memiliki dampak besar karena perubahan kebijakan
sering kali membuat peserta mengalami kebingungan. Faktor
organisasi terlihat dari pembagian tugas, koordinasi, dan mekanisme
kerja yang harus lebih terstruktur agar pelayanan lebih efisien. Faktor
kemampuan dan keterampilan petugas menunjukkan pentingnya
kompetensi dalam memahami prosedur, komunikasi, serta
penguasaan teknologi pelayanan. Sementara itu, sarana pelayanan
seperti fasilitas fisik, ruang tunggu, serta dukungan teknologi turut

memengaruhi kenyamanan dan kelancaran proses layanan.
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Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut memberi kontribusi
signifikan terhadap variasi kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
Kota Padang, baik sebagai pendukung maupun sebagai hambatan

dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat
diberikan agar Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial (BPJS) Kota Padang dapat berjalan dengan optimal.

1. Bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, disarankan agar: (1)
memperkuat pemeliharaan sarana fisik dan meningkatkan stabilitas
sistem digital agar gangguan jaringan dapat diminimalisasi. (2)
memperbaiki manajemen verifikasi dokumen dan meningkatkan
ketepatan waktu penyelesaian klaim. (3) menambah petugas pada jam-
jam sibuk serta memperkuat mekanisme layanan pengaduan agar keluhan
dapat ditangani lebih cepat dan efektif. (4) meningkatkan kegiatan
sosialisasi terkait perubahan regulasi, sehingga peserta memiliki
pemahaman yang baik mengenai prosedur klaim. dan (5) konsistensi
sikap ramah, sopan, dan perhatian petugas dapat ditingkatkan melalui
pelatihan pelayanan prima dan pembinaan rutinitas.

2. Bagi penelitian berikutnya dapat secara khusus meneliti layanan lain
yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga hasil penelitian dapat
memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap kualitas pelayanan

yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
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